Menimbang : a.

Mengingat

WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURZLN WALI KOTA BAURBAU
IR

NOMOR : 63 TAHUN 2023
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ’

ALI KOTA BAUBAU, |
bahwa dalam rangka menjamin terci;lata,nya arsip
yang autentik dan terpercaya, serta untuk mewujudkan
pengelola. arsip yang handal, Pemerlntah Daerah
memiliki (tanggung jawab dalam penyelenggaraan
kearsipan |yang komprehensif dan terpadu,

bahwa untuk mewujudkan pemenntaha.n yang baik,
dan  mer ingkatkan = kualitas pelayanan publik,
diperluk suatu sistem kearsipan daerah yang sesuai
dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud| dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Penyelenggaraan Kearsipan; |

Pasal 18| ayat (6) Undang-Undang ]Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2001 Nomor 93 Tambahan
Lembaran|Negara Republik Indonesia Nomlor 4120);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2008 Nomor pl Tambahan
Lembaran| Negara Republik Indonesia Norlnor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik fndones1a Nomor 5038);

ndang Nomor 43 Tahun 1’2009 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071); ,

Undang- ‘ndang Republik Indonesia Nor!nor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia | Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa |kali, terakhir
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o,

10.

11

12.

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun /2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, 't['ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856)

Undang-U [dang Nomor 30 Tahun 20 14 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5601); sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Noq’mr 6 Tahun 2023 tentang Penetdapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Clpta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indpnesaa Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 78' Tahun 2012
tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri danl Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135
Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang
Tata Kear§1pan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemenntah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 201% Nomor 1282);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik
Indonesia Tdhun 2012 Nomor 238);

-Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2012/Nomor 244); |

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahuln 2016 tentang
Pembentukaln dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau
(Lembaran |Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 35);
sebagimana [telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau
Tahun 2021 Nomor 2). |




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN

KEARSIPAN.
BAB I :
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

3

10.

11.

12.

13.

\
Daerah adalah Kota Baubau. '

Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.

Pemerintahan baerah adalah Wali Kota dan Perangkat
Daerah sebaga‘1 unsur penyelenggara pemerintah daerah
yvang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas Perpustakaan adalah Organisasi Perangkat Daerah
yang melaksa}n dan menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kearsipan, selanjutnya disebut
Lembaga Kears:,pan Daerah. |

Kearsipan adalellh hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan
meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan
arsip dalam suatu sistem kearsipan daerah yang didukung
oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana serta
sumber daya 1 i nya.

Arsip adalah |rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan plerkembangan
teknologiinformasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima
oleh lembaga | pemerintah daerah, lembaga! pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan,
dan perseor%:l_ngan dalam  pelaksanaan| kehidupan
bermasyaraka% berbangsa dan bernegara.

Arsip dinamis ladalah adalah arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan
selama waktu tertentu.

Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan
persyaratan da'sar bagi kelangsungan operasmnal pencipta
arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak terg htikan apabila
rusak atau hilang.

Arsip aktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya
tinggi dan/ atal.;LL terus menerus.

Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensinya penggunaannya
telah menurunl

Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta
arsip karena mem111k1 nilai guna kese_]arahan,l telah habis
retensinya, dem berketerangan d1perma_nenkan yvang telah
diverifikasi baJk secara langsung maupun tldak langsung
oleh lembaga kears1pan |

Arsip terjaga ‘adalah arsip negara yang berl'{altan dengan
keberadaan d kelangsungan hidup bangsa dan negara
yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan
keselamatannya.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam
kategori arsip ter_]aga

Arsiparis adalah seseorang yang mermhkl kopetensi
dibidang kear31pan yang diperoleh melalui pendidikan formal
dan/atau pend1d1_kan dan pelatihan kearsipan serta
mempunyai ungsi, tugas, dan tanggung jawab
melaksanakan kegiatan kearsipan. :

Lembaga kears%pan adalah lembaga yang me:lfnlhlq fung31,
tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip

statis dan peml:i)maan kearsipan.
Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari

kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan
sarana bantu| untuk mempermudah penemuan dan
pemanfaatan arsip.

Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian
dan otoritas dﬂm pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung
jawab di bidang| pengelolaan arsip dinamis.

Unit pengolah ql.dalah satuan kerja pada pencipta arsip yang
mempunyal tugas dan tanggung jawab mengolah semua
arsip yang berkaltan dengan kegiatan penciptaan arsip
dllmgkungannya

Unit kearmpan hdalah satuan kerja pada pencipta arsip yang
mempunyai tugas dan tanggung Jawab dalam
penyelenggaraan kearsipan. |

Retensi arsip jadalah jangka waktu penyimpanan yang
wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Jadwal Retensi|Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah
daftar yang ber131 sekurang-kurangnya jangka waktu
penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan
yang berisi re omenda31tentang penetapan suatu jenis arsip
dimusnahkan, |dinilai kembali, atau dipermanenkan yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan
penyelamatan arsip.

Penyusutan aﬁsip adalah kegiatan pengurangan jumlah
arsip dengan |cara pemindahan arsip inaktif dari unit
pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak
memiliki nilai jguna, dan penyerahan arsip statis kepada
lembaga kearsipan.

Pengelolaan ar81p dinamis adalah proses |pengendalian
arsip dinamis §ecara efisien, efektif, dan sistematis meliputi
penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan, serta
penyusutan arsip. |

Pengelolaan arsip statis adalah proses pengendalian arsip
statis secara efiswn, efektif, dan sistematis me1[1put1 akuisisi,
pengolahan, preserva31, pemanfaatan, pendayagunaan, dan
pelayanan pub}lk dalam suatu sistem kearsipan.

Akuisisi arsip |statis adalah proses penambahan khasanah
arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan
melalui kegiaitan penyertaan arsip statis dan hak
pengelolaannye'l dari pencipta arsip kepada lembaga
kearsipan. ‘




2'7. Daftar Arsip adalah daftar yang berisi tentang|uraian arsip
aktif dan/atau jarsip inaktif yang berisi materi setiap unit
pengelompokan, pemilik, jenis koleksi/khasanah, keadaan
dan volume, sebagai sarana penemuan informasi arsip dan
penyusutan arsip.

28. Preservasi arsi? adalah proses dan kerja dalam rangka
perlindungan fisik arsip terhadap kerusakan| atau unsur
perusak.

29. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD
adalah suatu [sistem yang membentuk pola hubungan
berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki
fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur
lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan
kearsipan secara menyeluruh di daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan
kepastian hukum | dalam penyelenggaraan kearsipan yang
berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan sebagai bagian
dari penyelenggaraan kearsipan daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk:

a. mewujudkan tt?rciptanya dan tersedianya arsip di seluruh
perangkat daerah dengan baik, benar, dan autentik dan

terpercaya seba“gai alat bukti yang sah;

b. menjamin terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan arsip
vang handal; | |

c. menjamin perlindungan kepentingan daerah melalui
pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan
terpercaya; |

d. menjamin kesedlamatan dan keamanan arsip Isebagai bukti
pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;

e. menjamin keselamatan aset daerah;dan
f. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan
dan pemanfaatz%.n arsip yang autentik dan terpt?rcaya.

! BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4 |
Ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi:

perencanaan; | |
organisasi penyelenggaraan kearsipan;
pengembangan sumber daya manusia kearsipan;
pengelolaan kearsipan;dan \

sarana dan prasarana.
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(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(1)

(3)

(1)

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

Dalam rangka riencapal maksud dan tujuan sebagaimana
dimaksud dalan:'l Pasal 2 dan Pasal 3, Pemerintah Daerah
menyusun rencana penyelenggaraan kearsipan.

Rencana penyelgnggaraan kearsipan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi: '

a. rencana Strate‘gls Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
b.rencana Kerja Pemerintah Daerah;dan

c. rencana Kerja dan Anggaran Lembaga Kearsipan Daerah.

Penyusunanrendana penyelenggaraan kearsipan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) mengacu pada:

a. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD);dan '

b.rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah
(RPJMD).

| Pasal 6

Rencana Strateg‘is sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5)
ayat (2) huruf a ;disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja dan
Anggaran Lemba{ga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf ¢ disusun untuk
jangka waktu 1 dsatu) tahun.

Bagian Kedua
Organisasi|Penyelenggaraan Kearsipan

Pasal 7 |
Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah dilaksanakan oleh

Lembaga Kearsipan Daerah.

Selain Lembaga| Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1),] penyelenggara kearsipan pada organisasi
perangkat daerah lainnya dilaksanakan oleh unit kearsipan.

Unit kearsipan sebagamana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. unit Kearsipan I berada pada Lembaga Kears|1pan Daerah;

b. unit Kearsipan I berada pada Bagian Umum
Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat pada Organisasi
Perangkat Daerah, dan Sekretariat pada BUMD;dan

c. unit Kearsipan III berada pada Unit Pelaksana Teknis
atau Bagian selain Bagian Umum. |’
|
Bagian Ketiga |
Pengembanga_n Sumber Daya Manusia ‘'

Pasal 8
Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya manusia
bidang kearsipan.




(2)

(1)

(2)

Sumber daya manusia bidang kearsipan |sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pejabat fungsional arsiparis;dan

b.sumber daya; manusia non arsiparis yang memilild
kompetensidan profesionalitas di bidang kearsipan.

Sumber daya manusia non arsiparis sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b terdiri dari:

a. pejabat struktural yang menjalankan fungsi dan tugas
kearsipandi unit kearsipan;dan |

b. fungsional Un'lﬁum yang dilatih dalam bidang kearsipan
dan ditugask secara khusus dalam pengelolaan arsip
dinamis dan/atau statis oleh Kepala Organisasi Perangkat
Daerah. " '

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Isumber daya
manusia bidang kearsipan melalui:
a. Pengadaan atau pengangkatan Arsiparis disetiap

perangkat daerah;
b. pengembangan kompetensi dan profesionalitas Arsiparis;dan
c. pengaturan peran Arsiparis.
Pengadaan atau pengangkatan Arsiparisi di setiap
perangkat daeralll sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi sumber daya
manusia bidang kearsipan.

Pengaturan peran Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c¢ bertujuan untuk membangun kemandirian dan
independensi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
Pasal 10

|

Arsiparis bertugas| untuk mengelola arsip dinamis dan statis
sesual dengan tanggung jawab yang diberikan setiap Kepala
Organisasi Perangkat Daerah serta tugas dan fungsi lainnya
sesuai dengan keteTltuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(3)

1 BAB IV
PENGELOLAAN ARSIP

| Pasal 11

Pengelolaan arsip terdiri dari:

a. pengelolaan arsip dinamis;dan

b. pengelolaan ::liu.rsip statis. |

Arsip dinamis sfebagajmana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
terdiri dari: |

a. arsip vital dan arsip asset;
b. arsip aktif;

c. arsip inaktif;dan

d. arsip texjaga.!

Pengelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf 4 menjadi tanggung jawab perangkat daerah
pencipta arsip.




(4)

(5)

(6)

(1)

(3)

Pengelolaan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan
Daerah.

Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang
diterima dari: |

a. perangkat daerah dan penyelenggara pemerintah daerah,;

b. perusahaan/BUMD;

c. organisasi Politik; |

d. organisasi kemasyarakatan;dan

e. perseorangan

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5),

LembagaKearsipan Daerah memiliki tugas melaksanakan:

a. pengelolaan armp inaktif yang memiliki retensi waktu
sekurang—kurangmya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari
perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan
daerah;dan

b. pembinaan a,‘rs1p terhadap pencipta arsip d1 lingkungan
pemerintah daerah.

Bagian Kesatu
Pengelolaan Arsip Dinamis |

Pasal 12 i

Pengelolaan ar31p dinamis dilaksanakan oleh:

pemerintah daerah

perangkat daerah

BUMD; | !

lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi

kemasyarakatan yang kegiatannya dibiayai APBD;dan

e. pihak ketlga yang diberikan pekerjaan berdasarkan
perjianjian kexja dengan pemerintah daerah atau BUMD.

Pengelolaan ars P dinamis dilaksanakan untuk menjamin
ketersediaan ar51p dalam penyelenggaraan pemerintahan
sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah
berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan:
handal;

sistematis;

utuh;

menyeluruh;dan

Sesuai dengan norma, standar, prosedur, dalll kriteria.

engelolaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat
1) meliputi: ' |
penciptaan ars1p,
penggunaan ar81p,
pemehharaan arsip;
pengamanan 1 arsip;dan
penyusutan arsip
Pejabat atau |0rang yang bertanggung _]awab dalam
pengelolaan ar31p dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib men_]aga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan
keselamatan arsip yang dikelolanya.

Ao

,mp-.o croeaAnge




(1)

(3)

(1)

(2)

(3)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 13

I
Penggunaan arsip dinamis dilaksanakan berdasarkan sistem
klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
Pencipta arsip |wajib menyediakan arsip dinamis bagi
kepentingan pengguna arsip yang berhak. |
Penmpta arsip |wajib membuat dan menyediakan daftar
arsipdinamis berdasarkan 4 (empat) kategori, yaltu
a. arsip terjaga; ,
b. arsip vital; | '
ol ar31p asset;dan
d. arsip umum.

Pasal 14

|
Pimpinan unit‘- pengolah bertanggung jawab terhadap
autentitisitas, ke‘tersediaan, pengolahan, serta penyajian arsip
aktif dan arsip v1|tal
Pimpinan unit' kearsipan bertanggung jawab terhadap
ketersediaan, pengolaha_n dan penyajian arsip inaktif

untuk kepentmgan penggunaan internal dan kepentingan
publik.

Setiap ASN pemerintah daerah yang dimutasi atau pensiun
wajib menyerahkan arsip milik negara yang! dikuasainya
kepada Pemeri tah Daerah melalui perangkat daerah
pencipta arsip, lgecuah arsip yang terkait dengan haknya.

i Pasal 15 !

Pemeliharaan a_rs1p dinamis mehputl pemehharaan arsip
vital, arsip aset, arsip terjaga, arsip aktif, dan a.rs1p maktif.

Pemeliharaan arsip aktif menjadi tanggung _]awab pimpinan
unit pengolah. J

Pemeliharaan ar!sip inaktif menjadi tanggung jawab pimpinan
unit kearsipan. l

Dalam pemeliharaan arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan kegiatan:

a. pemberkasa:n :fir31p aktif berdasarkan k1a31f1ka31 arsip;

b. penyimpanan arsip aktif;

c. penataan dan penyimpanan arsip inaktif;dan |

d. fumigasi arsip

Pasal 16

Dalam pemeliharaan arsip dinamis sebagaunana dimaksud
dalam Pasal 15, pencipta arsip dapat melakukan alih media.

Alih  media sebagajmana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan terhadap arsip yvang secara fisik harus
diduplikasi dan iarsq) yang memiliki nilai informasi tinggi bagi
kepentingan pencipta arsip.

Arsip hasil ahh media diautentifikasi sesuail standar dan
peraturan perun dang undangan yang berlaku.




(4)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Arsip yang telah dialihmediakan tetap disimpan untuk
kepentingan hukum Dberdasarkan ketentuan peraturan
perundang- undefngan.

Pasal 17 |

Pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana d1maksud dalam
Pasal 12 ayat (3) huruf ¢ menjadi tanggung Jawab pencipta
arsip.

Pemeliharaan sip dinamis meliputi peme]i}:laraan arsip
vital, arsip aset, arsip terjaga, arsip aktif, dan arsip inaktif.

Pemeliharaan arsip aktif menjadi tanggung jawab pimpinan
unit pengolah.

Pemeliharaan arsip inaktif menjadi tanggung Javlab pimpinan
unit kearsipan.

Dalam pemehharaan arsip sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan kegiatan:

a. pemberkasan e{rs1p aktif berdasarkan klasifikasi arsip;

b. penyimpanan ar51p aktif;

c. penataan dan penylmpanan arsip inaktif;dan

d. fumigasi arsip.!

Pasal 18
Dalam pemeliharaan arsip dinamis sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17, pencipta arsip dapat melakukan alih media.

Alih  media s{ebagajmana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan terhadap arsip yang secara fisik harus
diduplikasi dan ar31p yang memiliki nilai informasi tinggi bagi
kepentingan penmpta arsip. ;

Arsip hasil a11h media diautentikasi sesuai standar dan
peraturan perundangan yang berlaku.

Arsip yang telah dialih mediakan tetap disimpan untuk
kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan dan
perundang—undalngan

Pasal 19

Pengamanan ars1p dinamis sebagaimana dmaksud dalam
Pasal 12 ayat (3) huruf d menjadi tanggung jawab pimpinan
Unit Kearsipan.

Pengamanan ars#p dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk melindungi:

a. fisik arsip; dan

b. informasi.
Pengamanan arsep dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dilakukan dengan menyediakan fasilitas yang
dapat men_]amm_ keselamatan arsip dinamis dari berbagai
kemungkinan adanya bahaya yang berasal dari alam,
dan/atau manusia.

Pengamanan arsip dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dilakukan dengan menyediakan perangkat dan
kebijakan pengamanan akses dan klasifikasi keamanan arsip
dinamis.
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J Pasal 20

(1) Pencipta arsip dapat menutup akses arsip dinamis, yang

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

4)

(5)

(6)

(7)

apabila dibuka untuk umum dapat:

a. menghambat proses penegakan hukum;

b. mengganggu I:cepentingan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak
sehat;

. membahay. pertahanan dan keamanan Nlegara;

c

d. mengungkapkan kekayaan alam daerah yang masuk
kategoridilindungi kerahasiaannya;

. mengancam ketahanan ekonomi daerah;
mengungkap lisi akta autentik yang bersifat pribadi dan
kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali
kepada yang berhak secara hukum,;

g. mengungkapkan rahasia atau data pribadi;dan

h. mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang

menurut sifatnya harus dirahasiakan.

;o

Pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan a_I|‘Sip tertutup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |

Pencipta arsip wajib membuat daftar arsip dinamis yang
terbuka dan tertutup.

Pencipta arsip wajib menentukan prosedur penggunaan arsip
berdasarkan standar pelayanan minimal serta menyediakan
fasilitas untuk képentingan pengguna arsip.

Pasal 21

Penyusutan arsi'p sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) huruf e|dilakukan oleh pencipta arsip berdasarkan

JRA. i

Penyusutan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi: | !

a. pemindahan arsip inaktif dari unit kearsipan; i

b. pemusnahan 'c}rsip yang telah habis retensinya dan tidak
memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perallturan perundang-undangan; dan

c. penyerahan arlsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga
kearsipan daerah.

Setiap pencipta! arsip wajib memiliki JRA substantif yang
disusun berdasarkan pedoman retensi arsip berstandar
nasional.

JRA sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Wali Kota setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip
Nasional Republik Indonesia.

Penyusutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan
kepentingan pencipta arsip, masyarakat, dan pelaku usaha
dan/atau kegiatan.

|
Penyusunan JRA substantif pencipta arsip !dilaksanakan
oleh pencipta aréip bersama Lembaga Kearsipan Daerah.

Penyusunan JRA fasilitatif pencipta arsip dﬂaksanakan
oleh Lembaga Kearsipan Daerah.

|
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

l

Pemindahan arsi'p inaktif yang memiliki retensi kurang dari
10 (sepuluh) tahun dilakukan dari unit pengolah ke unit
kearsipan.

Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi ta_nggiung jawab kepala unit pengolah'.
Pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-
kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan Pencipta Arsip ke
Lembaga Kearsiplan Daerah.

Pemindahan arsip inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) menjadi tanggung jawab kepala unit kearsipan.

Setiap pemindah%’;m arsip inaktif wajib didokumentasi, disertai
dengan daftar arsip dan berita acara pemindahan.

Pasal 22

|
‘ Pasal 23
I
Pemusnahan aréip dinamis menjadi tanggung jawab Kepala
Organisasi Peradgkat Daerah.

Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukanterhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna;

a. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan
berdasarkan JRA;

b. tidak bertenta{ngan dengan kepentingan umum;dan
c. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, prosedur,
mekanisme dan pelaksanaan pemusnahan arsip'sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} diatur dengan Keputusan
Wali Kota. |

! Pasal 24 |

| !
Pemusnahan arsip yang memiliki retensi kurang dari 10
(sepuluh} tahun ditetapkan Kepala Organisasi Perangkat
Daerah setelah fnendapat pertimbangan tertulis dari panitia
penilai arsip danl persetujuan tertulis dari Wali Kota.
Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat oleh Wah Kota dan berkedudukan| di Lembaga
Kearsipan Daerah.

Pengajuan persetujuan pemusnahan arsip ! sebagaimana
dimaksud pada dyat (1), dilakukan setelah berkoordinasi dengan
Lembaga Kearsipan Daerah.

Pelaksanaan pélamusnahan arsip sebagaimallla dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab unit kearsipan pada
masing-masing perangkat daerah.

Pasal 25

Pemusnahan aﬂsip yang memiliki retensi paling sedikit 10
(sepuluh) tahl%n ditetapkan oleh Wali Kota setelah
mendapat pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip
daerah dan persetujuan tertulis dari Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia.
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(4)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Pelaksanaan ipemusnahan arsip di lingkungan
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah.
Dokumentasi ar |1p hasil pemusnahan diperlakukan sebagai
arsip vital yang wajib disimpan oleh pencipta arsip dan/atau
Lembaga Kearsipan Daerah.

Ketentuan 1lebih Jlanjut mengenai tata cara, prosedur,

mekanisme dan| pelaksanaan pemusnahan |arsip diatur
dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

Pencipta arsip wajib melaksanakan pengelolaan arsip vital,
arsip aset dan arisip terjaga.

Pengelolaan aréip vital, dan arsip aset 'sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara khusus melalui
program arsip vital dan program arsip aset.

Program arsip vital dan arsip aset sebagaimaha dimaksud
padaayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Identifikasi; !
b. perlindungan |dan pengamanan;dan '
c. penyelamatan dan pemulihan. :

Pencipta arsip ! wajib menduplikasi dan menyerahkan
duplikasi arsip vital dan arsip aset sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

Pencipta arsipj] dan pengelola arsip terjaga wajib
memberkaskan dan melaporkan daftar arsip yang dimiliki
kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

Bagian Kedua !
Pengelolaan Arsip Statis

Pasal 27

Setiap perangkat daerah wajib menyerahkan atsip statis ke
Lembaga Kearsiplan Daerah.

(2) Arsip statis Seba'gaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

(4)

()

ciri: |
I

a. memiliki nilail guna kesejahteraan;

b. telah habis masa retensinya;dan

c. berketerangan permanen dalam JRA.

Arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
arsip yang autentik, terpercaya, utuh serta dapat digunakan
dan disertai daftér arsip dan berita acara penyerahan.

Dalam hal ars1p yang diserahkan tidak autentik, maka
pencipta arsip wajib melakukan autentikasi. :

Dalam hal penc1pta arsip tidak melakukan autentikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Lembaga
Kearsipan Daerah berhak menolak penyerahan ar51p statis.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

! Pasal 28

BUMD, lembaga |pendidikan, serta usaha dan/atau kegiatan
di daerah, yang kegiatannya dibiayai APBD wajib
menyerahkan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

Lembaga Pemerintahan yang berkedudukan| di daerah
menyerahkan arnsip statisnya kepada Lembaga Kearsipan
Daerah.

Arsip statis perseorangan yang memiliki nilai sejarah dapat
diserahkan oleh Vang bersangkutan atau pihak yang mewakili
kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

[ Pasal 29

Lembaga Kearsipan Daerah wajib melaksanakan pengelolaan
arsip statis . ;

Pengelolaan arsif) statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk menyelamatkan dan melestarikan arsip-
arsip yang memiliki nilai guna informasional,” pembuktian
dan instrinsik.

Pengelolaan arsula statis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan kaidah/prinsip. manajemen
arsip statis yang{mehputl

a. akuisisi arsip statis;

b. pengolahan aré.ip statis;

c. preservasi ars1p statis;dan

d. akses dan pelayanan arsip statis.

Pasal 30

Setiap orang di}n lembaga publik yang menéiptakan dan
memiliki arsip bernilai guna tinggi dan kesejarahan sepanjang
kegiatannya dibiayai oleh APBD wajib menyerahkan arsip
statisnya kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

Setlap perusah lan swasta di daerah dapat menyerahkan
arsip statisnya kepada Lembaga Kearsipan Daerah.

Arsip statis yang diserahkan sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) dan (2) harus merupakan arsip yang autentik,
terpercaya, utuh dan dapat digunakan.

Lembaga Kea_rlfsipan " Daerah  wajib mengelola dan
bertanggungjawab atas keselamatan dan keamanan fisik
dan informasi arsip statis yang diserahkan.

Pasal 31

Akuisisi arsip statis perseorangan dapat dﬂakuka_n dengan
pemberian gantijrugi.

Akuisisi arsip | statis perusahaan swasta di daerah
dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
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(1)

(2)

(3)

Pasal 32

Pengolahan arsip statis dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Pendeskripsian;
b. menata fisik;
c. menata informasi;dan

d. membuat sarama temu balik,

Sarana temu balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dibuat' secara manual dan berbasis -elektronik,
berupa: ‘

a. inventaris arsip statis;

b. daftar arsip statis;dan

c. panduan arsip|statis. |

Pasal 33

Arsip statis udak dapat diakses untuk publik dalam hal:
a. menyangkut wﬂayah perbatasan; |

b. berpotensi meTnlmbulkan gangguan atau konflik suku,
agama,ras, dan antar golongan;

c. belum selesai diolah dan belum memilikd saralila temu balik
arsip;

d. secara fisik ru§ak dan belum dialihmediakan;dan

e. atas permintaa;m penyerah arsip tidak dapat dibuka untuk
jangka waktu tertentu. |

Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun sejak arsip
statis dlserahkan ke lembaga kearsipan, Kepala Lembaga
Kearsipan Daerah dapat membuka akses arsip statis, kecuali
ada pern:untala.na}h lain di luar batas waktu tersebut oleh
penyerah arsip. |

Lembaga Kearsipan Daerah berwenang menetapkan
keterbukaan ar31p statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun
masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan
pertimbangan:

a. tidak menghambat proses penegakan hukum,;

b. tidak menggahggu kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan perlindungan dar1 persaingan
usaha tidak sehat;

c. tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum,

d. tidak mengun‘gkapkan kekayaan alam daerah yang masuk

kategori dlhndungl kerahasiaannya; |
e. tidak mengancam ketahanan perekonomian daerah;

f. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat
pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
kecuali kepada yang berhak secara hukum;

g. tidak mengungkapkan rahasia dan/atau data|pribadi; dan

h.tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat
vang menurut|sifatnya perlu dirahasiakan.
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Pasal 34

(1) Dalam hal teljadl bencana alam Lembaga Kearsipan
Daerah, pencipta arsip, dan lembaga yang bertanggung
jawab dalam IpenaJagaruan bencana, wajib melakukan
penyelamatan arsip dinamis dan statis.

(2) Biaya penyelamatan arsip akibat bencana alam menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
sarana dan Prasarana

i Pasal 35

(1) Dalam penyelenggaraan kearsipan, setiap perangkat daerah
dan lembaga Kearsipan Daerah wajib menyediakan sarana
danprasarana ke'armpan sesuai standar.

(2) Lembaga Kear31pan Daerah wajib memiliki depo ar51p statis.

{3) Set1ap pejabat dan pelaksana kear31pan dllarang merusak
arsip dan/atau 1:[i1erusak tempat penyimpanan ar81p

I
BAB V

LARANGAN |
Pasal 36

Pencipta arsip dan/ :[atau organisasi perangkat daerah dilarang:

(1) Menyerahkan dan/ atau memberikan arsip dinamis kepada
yangtidak berhalk.

(2) Memberikan akses arsip yang dikategorikan tertutup kepada
yangtidak berhalk. |

(3) Memusnahkan i sip di luar ketentuan JRA dan prosedur

yang benar. |

I I
(4) Memperjualbelikan arsip. |

BAB VI I
KETENTUAN LAIN-LAIN |

Pasal 37 |

(1) Penyelenggaraan| kearsipan di BUMD dan Rumah Sakit
Umum Daerah dilaksanakan sesuai Peraturan Wali Kota ini.

|
(2) Pengelolaan arsip di BUMD dan Rumah Sakit Umum Daerah
yang bersifat khusus dilaksanakan berdasarkan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku. ;
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. SEKRETARIS DAERAH, ;

BAB VII
PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peratiuran Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah[ Kota Baubau. F

|

|

' Ditetapkan di Baubau

pada tanggal, 39 JULI 2023

WALI KOTA BAUBiAU,

ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau ‘
pada tanggal, 2y J|ULI 2023
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